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Ringkasan

Dengan lahirnya UL Nomeor & Tahun 2014 tentang Desa menjadikan dess-desa
menerima sumbor pendapatan dari APEN. Adanya keterbstatasan SDM dalam pengelolaan
kenungan desa dan berbagal hal lain yang menjadi kendala dipedukan penelitian, Tojuan
'Plﬂﬂl:ﬂﬂ-'" imk: &) H-HEI!D-H]LIH IEIIE]:H besar efektivitas p::l;tluhu.n hl.lluppn deea di Dess
Purwodadi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, =) Menganalisis dan  mengkaji
mekanisme pengelolann kenangan desa di Desa Purwodadi Kecamatan Tegalmjo Kabupaten
Magelang, 3) Mengotahui perkembangan kinerja kevangan Dess Purwodadi Kecamatan
Tegairgjo Kobopaten Magelang dan 4) Mengetnhui upays-upaya vang dilakokan dalam
menghadapd kendaln pengelolaan bevangan dess di Purwodadi Kecomatan Tegalrejo
Kabispaten Magelang, Luaran penelitian ini dibarapkan dapat menghasilkan nasksh yang
dikirim pada jumal nasional dan materi yang dapat digunakan sehngai pengavaan bahan afar
pads mata kulinh akuntansi sektor publik.

Dot yvang digunakan dalsm penclitian ini sdalsh dats primer dan sekunder, vang
akan dinmbll melalyl wawancars, koesioner dan ebserasi, Data laporan neracs dan data
Isporan realisasi AFBDes berasal dari Pemerintah Desa Purwodadi Kecamatan Tegalrejo
Eabupaten Magelang Penalitian ini menggunakan data time series voitu data tabon soi5 dan
=6, Penslitian ini akan disnaliss dengan menggonakan analisis statistic deskriptil. Dengan
meelihat rasio efektivitas pengelolsan keusngan dan pengukumn kinera keanngan desa,

Hasil penelition menunjukkan bahwa: 1) berdasarkan laporan realisasi APBDes
Tahun 2015-2017 pengelolaan kenangan dess rata-rata menunjukan angka 1oo % yang berarti
efrktif, 2) perkembangan kinera kewmangan desa dilihat darl reslisasi APBDes selaby
mengalami peningkatan dari Tahun z015-2017, ) Mekanisme pengelolaan keusngnn Desa
Purwedadi meliputi boberapa thap yaitu: perenconaan, pelaksanasn, penstsusahasn dan
pelaporan serta pertanggugiawaban, 4) beberapa upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa
Purwodadi dalam mengataal kendala dan hambatan dalam pengelolasn keiangan desa.

Kata Kunei: Efekrivitas, Penpelalaan, Kewmwgan, Desa, APEDes

1. Pendahuluaan
Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
merupakan titik awal bagi desa untuk mendapatkan sumber-sumber
pendapatan yang lebih luas lagi terutama yang berasal dari Anggaran
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Pendapatan Belanja Negara (APBN). Undang-undang ini memberikan
amanat kepada pemerintah untuk mengucurkan dana yang lebih besar
lagi vang bersumber dari APBN. Sebelum adanya undang-undang ini
desa hanya mendapatkan sumber pendapatan dari provinsi dan
pemerintah  daerah. Akan tetapi dengan undang-undang ini, desa
mendapatkan sumber pendapatan baru yang berasal dari alokasi APBN
yang dikenal dengan dana desa. Dengan adanya sumber pendapatan
baru diharapkan desa dapat lebih meningiatkan pemerberdayvaan
masyarakal melalul program-program pembangunan desa,

Desa sebagai struktur organisasi pemerintahan tingkat bawah
merupakan ujung tombak begi pembangunan negara, Semakin baik
suatu desa melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan
maka akan mendukung peran dan tugas pemerintah dalam memberikan
pelavanan vang maksimal kepada masyarakst luas. Oleh karena itu
pembinaan dan pemberdayaan desa sangat diperlukan dalam rangka
membentuk desa yang dapat memberikan pelayanan dan melaksanakan
program-program pembangunan secara optimal.

Dengan tambahnya sumber-sumber pendapatan desa, mengadikan
pengelolaan keuangan desa menjadi hal vang sangat substansial dan
perlu mendapatkan perhatian bersama para stakebolder, baik
pemerintah pusat, pemerintah derah, para praktisi kevangan daerah,
kepala desa dan Badan Perwakilan desa (BFDY) maupun masyarakat luas.
Pengelolaan keuangan desa harus dapat diarahkan, dilaksanakan, dan
dikelola dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku. Selain (tu
pengelolaan  keuangan desa juga harus mampu mengedepankan
transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat terciptanya pengelolaan
keuangan desa vang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, efektif, dan memberikan manfaat bagi kesejuhternan masyarakat,

Desa Porwodadi terletak di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten
Magelang merupakan desa agraris yang sebagian masyarakatnya
bermata pencaharian disekior pertanian, perdagangan, UMEM, dan [ain-
lain, Desa Puorwodadi dalam melaksanakan program-program
pembangunan desa juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada
Program-program pembangunan vang ada didesa harus dapat
direalisasikan, Oleh karena itu penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa (APBDes) merupakan hal yang sangat penting dan
merupaan bagien darl pengelolaan keuangan desa. Dalam APBDes
seluruh rencana keuangan dalam satu tahun anggaran yang ada didesa
tersiji secara rinci.

Namun dalam pengelolaan keuangan desa vang ada di Desa
Purwodadi tersebut menghadapi berbagai kendala seperti: keterbatasan
SDM yang memadai, keterampilan dan pengetahuan pengelolaan
keuangan desa yvang kurang memadat serta kondisi pendapatan desa dan
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asel yang dikelola desa tersebut dari tahun ketahun terus mengalami
peningkatan. Beberapa kendala tersebut harus dapat segern diatasi agar
pengelolaan kevangan dess vang ada di Pemerintah Desa Purwodadi
Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dapat efektif,

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliian ini
mengkaji- dan menganalisis lebih jauh mengenai efektifitas pengelolaan
keuangan desa yang ada di Desa Purwodadi, bagaimana perkembangan
kinerja kevangan desa dari tahun ketahun, bagaimana mekanisme
pengelolaan keuangan desa dalam mendukung efektifitas serta berbagai
upava yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam
mengelola kevangan desa. Keluaran dalam penelitian ini adalah artikel
vang dimuat di jurnal nasional.

2. Kajian Pustaka
2.1Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Wardoyo (1980:41) Pengelolaan adalah euatu rangkaian
keglatan yang berintikan perencanaan pengorganisasian penggerakan dan
pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sedangkan menurut Harsoyo (1977:121) pengelolaan adalah sustu istilah
vang berasal dari kata “kelola™ mengandung arti serangkaian usaha yang
bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi vang dimiliki
secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yvang telah
direncanakan sebelumnya.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa vang dapat
dinilai dengan uvang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Kemudian
pengertian dari pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan
vang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausshaan, pelaporan, dan
pertanggungiawaban keuangan desa (Permendagri Nomor 113 Tahun
2014).

Menurut Amerieska (2015), pengelolasn keuangan dan aset desa
meliputi beberapa tahap yaitu;perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan  dan  pertanggungjawsban . Sedangkan  laporan
pertanggungjawaban kevangan dan asset desa, antara lain : laporan
pertanggungiawaban APBDesa, laporan pertanggungjawaban Dana Desa,
laporan  pertanggungjawaban Alokasl Dana Desa, dan laporan
pertanggungjawaban  Bantuan Keuangan Pengelolaan keuangan desa
mencakup:

« Perencanaan (penyusunan) APBDES: pendapatan dan belanja.

* Pengumpulan pendapatan (atau sering disebot ekstraksi) dari berbagai
sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari
pemerintah atasan, dan lain-lain
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2.2 Efektifitas

Menurut Mahmudi (2011) Efelktivitas merupakan perbandingan
antara hasil yvang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnva
dicapai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan outcame sedangkan
hasil vang dicapai merupakan output. Efektivitas membandingkan antara
outcome dengan output. Fokus efektivitas adalah outcame (hasil). Suatu
organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apahila output vang
dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dengan kata lain
anggaran digunakan secara tepat (spending wisely).

Efektivitas: Ouleome
Output

Value for money menghendaki organisasi  sektor publik
(pemerintah desa) dapat memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan
efektivitas tersebut secara bersama-sama yang berarti mampu
menggunakan vang public {(anggaran) secara hemat, cermat dan tepat
untuk mencapal target , sagaran dan tujouan,

Tahapan penilaign efektivitas melalui evaluasi. Evaluasi bisa
dilakukan pada pelaksanaan pendapatan. Menurut Ritonga (2014)
mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pendapatan daerah dalam dokumen
evaluasi kinerja pelaksanaan pendapatan daerah dengan cara
membandingkan jumlah realisasi penerimaan rincian obyek pendapatan
dengan jumlah rencana rinclan obyek pendapatan. Pelaksanaan
pendapatan akan dinyatakan efektif jika hasilnya sama dengan atau lebih
dari 100% atau tidak efektif jika kasilnyva kurang dari 100%.

2.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (AFBDes)

Anggaran Pendapatan daon Belanja Desa (APBDes) merupakan
rencana kegangan tahunan desa, Menurut Permendagri Nomor 113
mengenai pengelolasn kevangan desa, striiktir APBDes terdiri dari
Pendapatan Desa; Belanja Desa; dan Pembiavaan Desa. Pendapatan Desa
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan
hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak periu dibayar kembali
oleh desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa
yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diperoleh pembavarannva kembali oleh desa. Sedangkan Pembiayaan
Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayvar kembali dan/atan
pengeluaran yang akan diterima kembali, batk pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, Struktur
rAncl APBDes dikelompokan kedalam 3 kelompok yaitu: Pendapatan Asli
Pesa (PADesa), Belanja Desa dan Pembiavaan Desa.
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2.4 Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Desa

Dalam mengelola keuangan desa, melalui siklus pengelolaan
keuvangan desa yang meliputi berbagai tahap dari mulai perencanaan,
pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam
tahap perencanaan dimulai dengan menyusun Rencana Kegiatan
Pemerintah Desa (REPDesa). RKP Desa ini disusun oleh pemerintah desa
pada bulan Juli dan ditetapkan pada bulan September setiap tahunnya.

Kemudian dilanjutkan dengan proses penganggaran vang tertuang
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Siklus
selanjutnya adalah pelaksanaan kevangan desa yang meliputi penvusunan
RAB ( Rencana Anggaran Biaya), pengadasn barang dan jasa, pengajuan
surat perintah pembayaran dan pembayaran. Tahap terakhir yaito
pertanggungjawaban. Dalam tahapan ini LKPJ dipertanggungjawaban
kepada Badan Perwakilan Desa (BPD).

2.5 Organisasi Pengelola Kevangan Desa
Dalam pelaksanaan anggaran diperlukan organisasi pengelola keuangan
desa agar pengelolaan kevangan desa dapat transparan, akuntabel dan
efektif. Dalam organizasi ini Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuvangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayasan milik desa yang dipisahkan. Selanjutnya Pemegang
Rekuasaan Pengelolaan Kenangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa atan
gebutan nama lzsin yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa
Wewenang Kades selaku PKPKDesa adalah:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa:
b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPED);
¢. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
d. menyetujui pengeluaran atas kegistan vang ditetapkan dalam APB
Desa;
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APB Desa barang dan jasa, dan belanja modal.

2.6 Pengukuran Kinerja Keuangan Desa

Salsh satu cara yang digunskan untuk pengukuran kinerja
keuvangan desa adalah dengan menilai laporan kenangan dess. Menurut
Mahmudi {2011}, salah satu tujuan dan manfaat laporan keuangan adalah
memberikan informasi kevangan sebagai pertimbangan pembuatan
keputusan serta untuk pengukuran dan evalasi kinerja. Pengukuran dan
evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan dengan memanfastkan data
dan informasi dalam laporan kesangan yvang dipublikasikan, Laporan
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kevangan vang dipublikasikan bersifat umum (general purposive financial
statements) bukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik kalangan tertentu
sajn, Salah satu cara wang digunakan untuk menganalisis laporan
keuangan adalah dengan analisis pertumbuhan. Analisis pertumbuhan
dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan serta kecenderuangan baik
berupa kenatkan atau penurunan kineja selama kurun waktu tertentu.
Adapun cara menghitung pertumbuhan adalah sebagai berikout:

Pertumbuhan X = X, — X, x100%
Xt
X: = Data variable X pada tahun t
Xiy= Data variable X p.m;]a tahumn t-1
Laporan keuangan yang ada di desa dapat berupa laporan realisasi
APBDes dan neraca desa.

2,7 Penelitian- Penelitian Terdahuln

Penelitian vang akan diakokan ini merujuk pada beberapa
penelitian terdahuly. Hasil penelitian Taufik (2013) menvimpulkan bahwa
ruang lingkup pengelolaan kevangan desa meliputi kekayaan desa yang
dikelola langsung oleh pemerintah desa, vaitu APBDesa. Dalam
pengelolaan kevangan desa tersebut perlu diperhatikan dan ditasti asas
amom pengelolaan kevangan desa vaitu, kesangan desa harus dikelola
secara tertib, taal pada peraturan perundang-undangan, fransparan,
akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas  keadilan,
kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa. Kemudian pengelolaan
keuangan dess dilaksanalan dalam suatu sistem vang terintegrasi vang
diwujudkan dalam APBDess yang setiap tshun ditetapkan dengan
peraturan desa.

Penelitian lain oleh Amerieska (2015) menyebutkan bahwa dalam
pengelolaan keuangan dan aset desa ternvata masih terdapat superiortas
akuntabilitas vang berpusat pada manusia, hal ini dilihat dari tingkatan
akuntabilitas yang mana tingkatan pertama ditujukan pada dewan
pengawas (BPD, Badan Permusyawaratan Desa). Tingkstan kedus,
akuntabilitas manajemen diarahkan pada pemerintah kabupaten.
Sedangkan pada tingkatan tiga, akuntabilitas manajemen berupa
pertangungjawaban kepada Tuhan. Kemudian programeprogram yang
dijalankan pada aktivitas pengelolaan kenangan dan aset desa masih
mengedepankan program yang bersifat kebutuhan ekonomi dan sosial
(akuntabilitas ekonomi dan akuntabilitas sosial).

Kemudian penelitian selanjutnya oleh Sutivono (2009). Penelitian
mengenai efektivitas pengelolaan keuvangan di Desa Seling. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan kevangan Desa di
Desa Seling tahun 2007-2008 telah berjalan dengan baik hal ini
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dibuktikan dari terlaksananya proses perencansan dan penvusunan
anggaran desa melalui musbangdes, tersusunnya RAPDes dan ditetapkan
menjadi APBDes tahun 2007-2008. Efektivitas pengelolaan tata vsaha
keuangan desa melalui pencatatan bukti penerimaan dan pengeluaran
keuangan desa belum efektif khususnva dalam pencatatan dan pembukuan
pemungutan pologoro desa .Pengewasan pengelolaan kenangan desa yang
dilakukan di Desa Seling bertumpu pada pembacaan laporan yang dibuat
setiap tiga bulan sekali. Sistem penilaian secara periodik pada tiga bulan
sekali ini dilaporkan kepada BPD selaku wakil masyarakat dan juga pihak
kecamatan selakn pimpinan. Sistem pengawassn secara periodik ini
ditujukan wntuk mengeleminir penyimpangan APBDes. Efektivitas
pengelolaan kenangan desa di Desa Seling banyak dipengaruhi oleh faktor
kepemimpinan dari Kepala Desa.

3. Metode Penelitian
3.1.Jenis Penelitian dan Folus Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugivono

(2009), dalam penelitian ini hasil akhirnya bukan sekedar menghasilkan
data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitaif, tetapi juga
harus mampu menghasilkan informasi-informasi vang bermakna, bahkan
hipotesis ataw ilmu baru vang dapat digunakan untuk mengatasi masalah,
Dalam metode ini data penelitian dapat berupa angka-angka dan analisis
menggunakan statistik. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif
disebut fokus, yang berisi pokok masalah vang masih bersifat umum,
Fokus penelitian ini adalah pengelolaan kevangan di Desa Purwodadi
vang meliputi aspek: efektivitas, mekanisme pengelolaan, perkembangan
kinerja keuangan dan upava-upava vang dilakokan untuk mengatasi
kendala-kendala dalam pengelolaan keuangan desa. :

3.2. Sumber Data Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data
primer adalah data vang diperoleh dari responden melalal kuisioner,
kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan
narasumber (Sujarweni, 2015:80). Dalam penelitian ini data primer yang
dimaksud adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil wawanciara
dengan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

2, Data Sekunder
Data sekunder menurut Sugiono (2008:402) adalsh sumber data vang
tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder
yang digunakan adalah vang didapat dari bul buku, jurnal-jumnal, yang
berhubungan dengan penulisan tugas akhir ini. Karena data sekunder
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bersifat mendukung keperluan data primer. Data sekunder dengan
mengeunakan data tme series vaitu periode tahun 2015-2017. Adapun
data yang dipercleh yaitu berupa data profil desa dan laporan realisasi
penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dari
Pemerintah Desa Purwodadi. Sumber data penelitian menurut
Arikunto (2014) mendefinisikan bahwa sumber data adalah subjek dari
mana data dapat diperoleh.

3.3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Menurut Sugiyono (2009), teknik pengumpulan data dalam

penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Observasi
Observasi dikategorikan menjadi observasi partisipatif, observasi terus
terang atau tersamar dan observasi tak terstruktur

2. Inmterview (Wawancara)
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna
dalam suatu topic tyertentu (Esterberg, 2002),

3. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa vang sudah berlalu. Dokumen
hiza berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
SESEOTANE.

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara, observasi dan
dokumentasi. Wawaneara dilakukan kepada Kepala Desa dan Sekretaris
Desa Purwodadi. Dalam observasi dan dokumentast meminta data
langsung/mengamati secara langsung kepada sumber penelitian yaitu:
Pemerintah Desa Purwodadi.

3.4. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa Purwodadi (tanpa
sampel). Teknik analisis dalam penelition menggunakan statistik
deskriptif, yaitu: menyajikan data melalui tabel, grafik, rata —rata dan
perhitungan persentase (Sugivono, 2o09). Selain itu juga menganalisis
rasio efektivitas dan analisis pertumbuhan dalam mengukur kinerja
kevangan desa vang ada di Desa Purwodadi. Kemudian juga
menganalisis mekanisme pengelalaan keuangan desa serta upaya-upaya
dalam mengatasai kendala pengelolaan keuangan desa. Setelah
dilakukan analisis dengan menggunakan statistik deskriptif, dilakukan
pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Desa
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Desa Purwodadi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang
merupakan desa yang bercorak agraris yang mempunyai luas wilavah
sehesar 147,97 hektar. Luas wilayah tersebut terdiri dari luas tanah
sawah sejumiah 95 heldar, luas tanah kering sebanyak 47,80 heltar dan
tanah perkebunan sejumlah 4,57 hektar, Jumlah penduduk Desa
Purwodadi sebanvak 1.708 orang (568 KK) yang terdiri dari: 891 orang
laki-laki dan 817 orang perempuan. Dari jumlah tersebut sebanvak 538
arang laki-lald dan 496 orang perempuan yang termasuk dalam
angkatan kerja dengan usia 18-56 tahun. Tingkat pendidikan yang
dimiliki masvarakat Desa Purwodadi rata-rata tamatan S0, SLTP dan
SLTA. Sedangkan mata pencaehadan pokok mavoritas masyarakat
adalah petani, buruh tani, dan wiraswasta.

Lembaga ekonomi yvang mendukung aktifitas ekonomi di Desa
Purwodadi terdini dad Badan Umum Milik Desa (Bumdes), warung
serba ada dan beberapa UMKM. Unit-unil ekonomi tersebut dapat
menyverap banyak tenaga kerja yang berazal dari masvarakat setempat,
Sedangkan lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan formal
keagamaan vang ada di Desa Purwodadi meliputi: satu TE, satu Sekolah
Dasar (SD), satu sekolah Izlam, satu Raudhatul Athfal, satu Ihtidayah
dan satu pondok pesantren. Lembaga-lembaga tersebut ikut aktif dalam
mendidik masyarakat.

4.1.2 Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Mahmudi (2011) Efektivitas merupakan perbandingan
antara hasil vang diharapkan (target) dengan hasil vang sesungguhnya
dicapal. Hasil atau target yvang diharapkan merupakan outcame
sedangkan hasil vang dicapai merupakam ouotput. Efektivitas
membandingkan antara outcome dengan output, Fokus efekiivitas
adalah outeame (hasil). Suatu organisasi, program atau kegiatan
dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan
yang diharapkan, atau dengan kata lain anggaran digunakan secara
vepat (spending wizely).

Tahapan penilaian efektivitas melalui evaleasi. Evaluasi bisa
dilakukan pada pelaksanaan pendapatan, Menurut Ritonga (2o14),
mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pendapatan daerah dalam
dokumen evaluasi kinega pelaksanaan pendapatan daerah dengan
cara membandingkan jumlah realizasi penerimaan rincian obyek
pendapatun dengan jumlah rencana rincian obyek pendapatan.
Pelaksanagn pendapatan akan dinyatakan efektif jika hasilnya sama
dengan atau lebih dari 100% atau tidak efektif jika hasilnya kurang
dari 100%. Dalam penelitian ini menggunakan penilaian efekiivitas
pendapatan daerah untuk menilai efektivitas pengelolaan kesangan
desa atau penerimaan pendapatan desa,
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Tabel 1. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa Purwodadi
Tahun 2015

Pendapatan

Eumharl'

Desa

Jumlah
Anggaran
(Rp)

Jumlah
Realisasi
(Rp)

Efektifitas Keterangar|

(%)

Pendapatan
Asli Desa

43.562.000

43.5062.000

100%

Efektif

Hasil Usaha;

17.345.000

17.345.000

100%

Efekiif

Hasil Aset

(1]

a

0

T
2.
3.

Swadaya,
Partisipasi
dan Gotong

Royong

26.217.000

260,217,000

1007

Efektif

Lain-lain
Pendapatan
Asli Desa

Pendapatan
Transfer

524.312.004

524.312.900

100%

Efektif

Diana Desa

2f1.522.000

261.522.000

10 %

Efektif

2,

Bagian dari
hasil pajak
dan retribus|
daerah
kabupaten/k
ota

22.472.000

22 472.000

100%

Efektif

Alokasi
Dana Desa

12 132,000

1G2.132.000

o

Efektif

4

Bantuan

Propinsi

S0 000, 000

40.000.000

100%

Efektif

5.

Bantuan
Kabupaten

Ha86.500

B.186.000

10:0%

Efektif |

Pendapatan
Lain-Lain

2.255.700

L.750.000

7755

[ Tdak

1.

Hibah dan
sumbangan
dari Fihak
ke-3 yang
tidak
mengikat

o

o

Lain-lain
pendapatan

desa yang
gah

2.255.700

1.750.000

77.5%

Tidak Efektif]
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Sumber: APEDes Pemerintah Desa Purwodadi Tahun 2015
Berdasarkan tabel 1 diatas dinyatakan bahwa hampir semua
sumber penerimaan pendapatan desa dalam APBDes Tahun 2015
dinyatakan efekiif kecuali pada pos pendapatan lain-lain, yang belum
efektif karena target/rencana penerimaan pendapatan belum mampu
dicapai 100%. Pos ini menunjukkan efektifitas diangla 77,5%. FPos
pendapatan lain-lain desa vang sah ini terdir dard pos: kompensasi
PDAM, pengelolazn PBB desa dan lain-fain.
Tabel 2. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa Purwodadi
Tahun 2016

Sumber
Pendapatan
Desa

Jumlah

Anggaran
(Rp)

Jumlah
Bealisasi
(Rp)

Efektifits
(%)

Keleranga
n

Pendapatan
Asli Desa

45.285.000

45.285.000

100%

Efektif

1. Hasil Usahs
[Desa

17.345.000

1734 5.000

1005

Efektif

o, Hasil Aset

., 00 DD

B, OO0

100

Edektif

3. Sw&ﬂiﬁ.
Partisipasi
dan Gatong)
Royong

a1 G4 r, TR0

2 1O Oy

100%

Efekuif

4. Lain-lain
Pendapatan
Azl Desa

Pendapatan
Transfer

R48.307.00
i

848.307.00
0

100%

Efektif

1. Dana Desa

01458000

BG40, 0

100 %

Efektif

2. Bagian dari
hasfl pajak
dan
retribusi
daerah

kabupaten/
kota

22 400,000

234061000

100%

Efektif

a. Alokasi
Dana Deaa

220,460,000

220.460.000

10073

Efektif

4. Bantuan

5000, D0

F.000.000

100%

Efektif

&. Bantuan
Kabupaten

(1]

L]

Efektif

Pendapatan
Lain-Lain

13.246.000

13.246.000

1o

Efektif
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1. Hibah dan | 1.000.000 1000, 00 100% Efektif
sumbangan
dari Pihak
ke-3 yang
Hiak
mengikat

2. Lain-lain | 12246000 |12.246000 |100% Efektif
pendapatan
desa yang
sah

s e on e s e s n

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa pengelolaan
kevangan desa Tahun 2o16 pads pos penerimaan pendapatan desa
sudah efektif karena rasio antars realisasi pendapatan dengan rencana
pendapatan menunjukkan angka 100%. Hal ini bisa dilihat pada pos
Pendapatan Asli Desa (PAD), pendapaton transfer dan pendapatan

lain-lain,
Tabel 3. Efektifitas Pengelolaan Keunangan Desa Purwodadi
Tahun zo17
Sumber Jumlah Jumlah  Efektifita Keteranga
Pendapatan| Anggaran | Realisasi s (%) n
Desa (Rp) (Rp)
Pendapatan | 42.785.000 | 40.785.000 95% Tidak
Asli Desa Efektif
1. Hasil 17.345.000  [17.345.000 | 100% Efektif
Usaha Desd
2. Hasil Aset | O 0 ) -
3. Swadaya, | 25.440.000 |23.440.000 |92,13% | Tidak Efekti
Partisipasi
dan Gatong
Royong |
4. Lain-lain | o o | O - |
Pendapata
n Asli Desa| -
Pendapatan | 1.161.338.00/ 1,161.338.00 100% Efektif
Transfer i} i}
1. Dana Desa| 753.082.000 | 753.082.000 | 100% Efeltif
2. Baglan dar| 25.255.000 |235255000 |100% Efektif
hasil pajak |
dan |
retribusi |
daerah |
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kabupaten
kota

3. Alokasi
Dana Desa

248.001.000

248.001.000

L 100%

Efektif

4. Bantuan
Keuangan

135.000.000

135.000.000

100%

Efeltif

Pendapatan
Lain-Lain

15.391.500

7.205.500

46.8%

Tidak
Efektif

1. Hibah dan
sumbangan
dari Pihak
ke-3 yang
tidak
mengikat

0

1]

Lain-lain

pendapata
n desa yang
sah

15-391.500

7.205.500

| 46,8%

Tidak Efekuil

Sumber: APEDes Pemerintah

8.186.000,00 tetapi belum dapat terealizasi.

Desa Purwodadi Tahun 2017

Berdasarkan tabel 5 diatas dinyatakan bahwa pada pengelolaan
keuangan desa sumber pendapatan desa terdapat dua pos pendapatin
yang belum efektif yaitu: Pos pendapatan asli desa sebesar 95% dan pos
pendapatan lain-lain sebesar 46,8%. Pada pos pendapatan asli desa
tidak efektif berasal dari pos swadaya, partisipasi dan gotong royong
sebesar 92,13%. Sedangkan realisasi pada pos pendapatan lainain
desa vang sah ini, terdapat sato pos yang belum mampu memenuhi
target penerimaan vaitu: pos kompensasi PDAM vang ditargetkan Rp

4-1.3 Perkembangan Kinerja Keuangan Desa
Perkembangan kinerja kenangan Desa Purwodadi dapat dilihat
dari mspek realisasi pendapatan desa

Tabel 4. Perkembangan Realisasi Pendapatan Desa

Purwodadi Tahun 2015-2016
Sumber Jumlah | Jumlah | Selisih | Pertumbuk
Fendapatan | Realisasi Realisasii  (Rp) an (%)

Desa (Rp) (Rp)

- Thzoi5| Th 2016

Pendapatan Asli| 43.562.00 45.285.04 1.723.000  3,05%

Desa o | & |

1. Hasil Usaha 17.345.000| 17.345.000| 0 o

2. Hasil Aset o 6.000,000 | 6.000.000 | 13,77%

3. Swadaya, 26.217.000| 21.940.000 (4.277.000)| {9,81%)
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Partisipasi dan
Gotong Royong)

4. Lain-lain [} o (i} ]
Pendapatan Asl I
Dwesa

Pendapatan 524.312.9| 848.307.4 323.994.1¢ 61,8%

Transfer (§11] T 0w

1. Dana Desa 261.522.00 501.438.00( 320.016.000 62,9%

4] (i1 -

2. Bogian dari 22.472.000 22.400.00( (72.000) | {0,01%)
hasil pajak dan I
re'r,ﬁl:lusidaemh_
kabupaten kota

3. Alokasi Dana | 192.132.00| 220.469.00 37.337.000 | 7,12%
ez O Lo

4. Bantuan 40,000,00 | 5.000.000 | (35.000.00( (6.67%
Propinsi o ]

5. Bantuan B.aB6.go0 | O (8.186.000) (1,56%)
Kabupaten

Pendapatan 1L.750.000 13.240.00 11.496.00 656,0%

Lain-Lain o 0

1. Hibah dan 0 LOOO.000 | LO0D.DOG | 57.1%
sumbangan dar
Pihak ke=3 vang
Hdak mengikat |

2. Lain-lain 1.750.000 | 12.246.0000 10.406.000 | 590,7%
pendapatan
desa yvang =ah

Tabel 5. Perkembangan Realisasi Pendapatan Desa

Purwodadi Tahun 2oi6-2017
Sumber Jumlah [ Jumlah | Selisih | Pertumbu
Pendapatan | Realisasi| Realisasi (Rp) han (%)
Desa (Rp) (Rp)
Thzou6| Thzo1?

Pendapatan Asli| 45.285.00 40.785.000 (4.500.000 (9,93%)

Desa i i

1. Hasil Usaha 17.345.000 | 17.345.000 |0 (¥

2. Hasil Aset 6.000.000 | 0 {b.000.000) (13,2%)

9. Swadaya, 21.940.000] 25.440.000 | 3.500.000 | 7.72%
Partisipasi dan
Gotong Rovong

4. Lain-lain 0 0 0 o
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Pendapatan Asl]
Desa
Pendapatan B48.307.0 1.161.338.0 313.031L.00 36,9%
Transfer o0 L |0 ]
1. DanaDesa | 50143800 753.082.000] 161.644.000| 10,05% |
(i}
2. Bagian dari 22.400.000 25.255.000 | 2.855.000 |0,53%
hasil pajak dan
retribusi daerah
kabupaten oty
3. Alokasi Dana | 220.460.00) 248.001,000) 18.532.000 | 2,18%
Desa o
4. Bantuan 5.000.000 | 135.000,000] 130.000,000 15.3%
Eenangan
Pendapatan 13.246.00| 7.205.500 | (6.040.504d (35.5%)
Lain-Lain (i} )]
"1, Hibah dan LOOD.000 | O (Looo.000) | (7.54%)
sumbangan dar
Pihak ke-3 yang
tidak mengikat
2. Lain-lain 12.246.000| 7.205.500 | {5.040.500)] (38.0%)
pendapatan
desa yang ssh

Berdasarkan tabel 4 dan 5 diatas, dapat dilihat bahwa
pendapatan asli desa mengalami peningkatan sebesar 3.95% di tahun
2016 dan mengalami penurunan sebesar 9,03% di tahun 2017, Realizas
pendapatan transfer meningkat di tahun 2016 sebesar 61,8% dan 36, 9%
di tahun 2017, Kemudian dari realisasi pos pendapatan lain-lain juga
mengalami peningkatan vang siginifikan di tahun 2016 sebesar 656,5%.
Sedangkan di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 45.5%.

4.1.4 Mekanisme Pengelolaan Kenangan Desa Purwodadi

Mekanisme pengelolaan keuangan Desa Purwodadi dimulai
dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) vang berisl mengenai dokumen rencana pembangunan dan
program-program pembangunan desa selama 6 tahun. Kemudian atas
dasar RPTMDesa disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa),
REP Desa ini didasarkan pada hasil Musrenbangdes (Musvawarah
Perencanaan Pembangunan Desa), Musrenbangdes ini juga mengacu
hasil musyawarah dusun (Musdus). Kemuodian berdasarkan REKP desa
disusun rancangan peraturan  desa  tentang APBDesa. Dalam
musrenbangdes yang dilakukan setlap tahun aksn menetapkan hasil
REF Deza tahun sebelumnya menjadi APBdes tahun berjalan. Selain itu
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medalui musrenbangdes juga akan disusun RKP Desa tashun vang akan
datang- Sebagai contoh: dalam musrenbangdes Tahun 2017 akan
menetapkan hasil RKP Desa Tahun 2016 menjadi APBDes Tahun 2017.
Kemudian juga akan disusun REFP Desa Tahun 2018. Selain itu dalam
musrenbangdes tersebut juga akan melakukan evaluasi terhadap RKP
Desa Tahun 2016.

Mekanisme pengelolaan keuangan Desa Purwodadi Tahun 2o15-
2017 mengacu Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015
tentang  pedoman pengelolasn  kevangan desa dan  mengacu
Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolsan kevangan desa.
Dalam pengelolaan keusngan desa di Desa Purwodadi meliputi tahap
vaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

4-1.5 Upaya —Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala

Pengelolaan Kenangan Desa
Dalam melakukan pengelolasn keuangan desa vang efektif dalam
mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan desa terdapat
beberapa kendals atau hambatan, Berbagal upava dilakukan untuk
mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan
terhadap Kepala Desa dan Sekretaris Desa Purwodadi, dalam
pengelolaan keuwangan desa terdapat beberapa kendala dan hambatan
sebagai berilat:

1. Dalam tahap pelaksanaan program APBDeés pencairan
anggaran/dana dari kabupaten kadang terlambat masuk ke
rekening desa

2. Mekanisme pelaporan APBDes harus kolektif i kecamatan
sehingga hal ini dapat menghambat program pembangunan desa
yang lain. Karenn desa yang tepat waktu dalam melaporkan
APBDes akan menunggu desa-dess yang lain yang terlambat
melaporkan,

3. Dalam perencanaan ABPDes kadang kala harus menunggu aturan
yang berlaku seperti: peraturan bupati tentang pedoman
penyvusunan APBDes, padahal desa sudah siap menyusun APBDes,

4. Terbatasnya sumberdaya manusia yang mempunyal kempetensi di
bidang pengelolaan kevangan desa

Kemudian untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut dilakukan

upaya-upaya, diantaranva adalah: mendorong badan legislatif/ DPRD

Kabupaten Magelang untuk segera mengesahkan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang dengan cara

melakukan audiensi antara Paguyuban Kepala Desa Kabupaten

Magelang dengan anggota DPRD untuk menyelessikan masalah

tersebut, Dengan segera di sahkannya APBD Kshupaten Magelang
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maka peraturan bupati mengensi pedoman penyusunan APBDes juga
akan segera terbit yang akan dapat menjadi acuan bagi desa dalam
menyusun APBDes, Sehingga APBDes segera dapat  disusun.
Kemudian untuk mengatasi keterbatasan dalam sumberdaya manusia
vang mempunyai kompetensi dibidang pengelolaan kevangan desa,
beberapa perangkat desa diikutsertakan pelatthan, workshop maupun
seminar dibidang pengelolaan kevangan desa vang diselenggarakan
oleh pemerintah daerah.

4.2 Pembahasan
4.2.1Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa dari  Aspek
Penerimaan Pendapatan

Efektivitns pengelolaan keuangan desa dapat diukur melalui
perbandingan antara realisasi pendapatan dengan target/rencana
pendapatan. Dalam lsporan APBDesa Purwodadi Tahun 2015-2017
terdapat anggaran/rencana dan realisasi pendapatan, Ada tiga sumber
pendapatan desa yaitu: Pendapatan Asli Desa (PAD), Pendapatan
Transfer dan Pendapatan lain-lain. Rasio antara realisasi dengan target
pencapatan dianggap efektif apabila sama atau lebih besar dari 100 %
dan dianggap tidak efektif kalo kurang dari 100%,

Pada laporan reslisasi APBDes Purwodadi tahun 205
menunjukan angka rata-rata 100% pada pos Pendapatan Asli Desa
(PAD) dan Pos pendapatan transfer, Angka inl dianggap efeltif yang
dapat diartikan bahwa target PAD dan Pendapatan transfer dapat
terealisasi 100%. Sedangkan pos pendapatan lain-lain menunjukkan
angka efektivitas 77,5%. Apgka Ini menunjukan bahwa pada pos
pendapatan lain-lain  belum efektif karena target penerimaan
pendapatan lain-lain tidak dapat dicapai/hanya dicapai sebesar 77,5%
dari rencana/target pendapatan. Sedangkan pada laporan realisasi
APBDes Purwodadi Tahun 2016 menunjukkan bahwa pengelolaan
kevangan desa dilthat dari sumber penerimaan pendapatan dinyatakan
efektif karena semus pos penerimaan pendapatan yaitu: PAD,
pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain menunjukkan angka rasio
1060% artinya bahwa target pendapatan dapat tercapai realizasinys,

Eemudian berdasarkan laporan realisasi APBDesa Purwodadi
Tahun 2017 pada tabel 3 menunjukan angka bahwa terdapat pos PAD
hanya dapat direalisasikan sebesar 95% dari target dan pos pendapatan
laian-lain hanya mampu direalisasi sebesar 46,8% dari target. Angka ini
menunjuken bahwa dua pos tersebut belum efektif, Sedangkan pos
pendapatan transfer menunjukan angka 100% yang berarti sudah dapat
dicapai sesuai dengan target, Untuk dapat meningkatkan efektivitas
tersebut perlu dilakukan langkah terutama pada pos pendapatan lain-
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lain dengan meningkatkan pendapatan kompensasi PDAM, pendapatan
pengelolaan PBB dan lain-fain pendapatan desa yang sah. Selain itu
perlu meningkatkan pos penerimaan pendapaton asli desa.

4-2.2  Perkembangan Kinerja keuangan Desa Purwodadi
Periode tahun 2o15-2017

Perkembangan kinerja kevangan Desa Purwodadi dapat dilihat
dari aspek anggaran (target) pendapatan, reafisasi pendapatan desa dan
realisas] belanja desa. Berdasarkan tabel 4 dan tabel 5 dapat dilibat
bahwa terdapat pertumbuhan anggaran pendapatan dar tahun 2015-
2017. Jika dibandingkan dengan Tshun 2015-2016, pads pos
pendapatan ashi desa terdapat kenaikan 3,95%, pada pos pendapatan
transfer terdapat kenaikan sebesar 61,7 %. Dan pada pos pendapatan
lain-lain naik sebesar 487,3%. Kemudian jika dilihat perkembangan
tahun 2016-2017 anggaran pendapatan desa juga mengalami
pertumbuhan, Pada pos pendapatan gtransfer tumboh sebesar 96,9%
dan pos pendapatan lain-lain tumbch sebesar 16,19%. Dan pada pos
pendapatan asli desa justru mengalami pemuruan sebesar 5.52%.
Pertumbuhan anggaran pendapatan desa ini mencerminkan bahwa
Desa Purwodadi berupaya untuk meningkatkan program-program
pembangunan melahu penetapan kenatkan target anggaran pendapatan
desa.

Adapun jika dilihat dari aspek realisasi APBDes Purwodadi dari
Tahun 2015-2017 juga mengalami pertumbuhan vang cukup signifikan.
Berdasarkan tabel 4 dan tabel 5 dapat dilihat perkembangan realisasi
pendapatan desa Purwodadi. Rerdasarkan laporan realisasi APBDes
Purwodadi Tahun 2015-2016 terdapat kenaikan pada pos PAD sejumlah
2,95%. Sementara dilihat dari pos pendapatan transfer tumbuh sebesar
61,8% dan dard pos pendapatan lain-lain tumbuh sangat signifikan
sebesar 656,0%. Kemudian jika dilihat perkembangan dari Tahun 2016-
2017 juga sama, beberapa pos pendapatan desa  mengalami
pertumbuhan yang signifikan. Total penerimaan pada tahun 2016
sebesar Rp 9o6.838.000 nalk menjadi Rp 1.209.328.500. Dilihat dari
pos pendapatan transfer tumbuh sebesar 96,9%. Dar tehun 2015-2017
terdapat kenaikan persentase realisasi pendapatan transfer dari 61,8% di
tahun 2016 dan 36,0% di tahun 2017. Hal ini terjadi karena adanya
penambahan sumber penerimaan dari dana desa. Pertumbuhan vang
signifikan dard dana desa ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh
Desa Purwodadi dalam  menyelenggarskan  program-program
pembangunan yang secara langsung dapat meingkatkan kesejabiteraan
masvarakat.

42,3 Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Purwodadi
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Terdapat empat tahap dalam pengelolaan kevangan desa vaitu;
tahap perencanaan, tahap pelaksansan, tahap penatsusahasn dan
pelaporan serta tahap pertanggungiawaban. Dalam tahap perencanaan
dibutuhkan sinergitas dan  kerjasama dari  seluroh  komponen
masyarakat. RPJMDesa berisi rencana pembangunan jangka menengah
desa selamia 6 tahun yang akan dibuat acuan dalsm menmvusun REP
Desa Purwodadi. Sedangkan REKP Desa dibuat dengan mendengarkan
masukan dan saran darl hasil musrenbangdes. Kemudian berdasarkan
hasil musrenbangdes dibuat rancangan peraturan AFEDesa. Rancangan
peraturan APBDes ini akan diajukan oleh Kepala Desa bersama dengan
BPD kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan pengesahan, Jika
sudah mendapatkan evaluasi maka rancangan peraturan desa tentang
APBEDes tersebut akan menjadi peraturan desa mengenai APBDes.
Dalam merencanikan dan menyusun APBDes juga harus selaby
mengacu pada peraturan bupati mengenai pedoman penvusunin
anggaran pendapatan dan belanfa desa, Sebagai contoh: penyusunan
APBDes Tahun 2017 menggunakan Peraturan Bupati Magelang Nomor
10 Tahun 2017 tentang pedoman penvusunan Anpgaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun ANggaran 2o17.

Kemudian dalam tahap pelaksansan peraturan desa mengenai
APRDes inf akan dijalankan oleh Kepala Desa, Berbagai program dan
kegiatan pembangunan akan dijalankan dengan mengacu vang sudah
dirinci dalam APBDes. Dalam tahap penatausahaan pengelolaan
kewangan desa dilakukan oleh bendahara desa dan melaporkan kepada
Kepala Desa. Kemudian Kepala Dega akan membuat laporan
pertanggungjawaban  realisasi  pelaksansan APBDes  kepada
Bupati/Walikota setiap  semester. Dan  dalam  tahap
pertanggungjawaban, Kepala Desa akan melaporkan laporan realisasi
pelaksanaan APBDes kepada bupati /walikota setiap akhir tahun. Dalam
berbagai tahapan pengelolaan keuangan desa harus adanya kerjasama
dan koordinasi yang matang antara berbagai pihak baik dari Pemarintah
Desa Purwodadi maupun dari Bupati Kabupaten Magelang, Sehingga
dalam pelaksanann APBDws dapat berjalan sesuai dengan target yang
telah ditetapkan.

4:2.4 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala
Pengeloalaan Kenangan Desa
Beberapa hambatan atau kendala dalam pengelolaan kevangan desa
Purwodadi dintaranya adalah mekanisme pelaporan APBDes harus
kolektif di kecamatan , sehingga hal ini dapat menghambat program
pembangunan desa vang lain. Karena desa yang tepat waktu dalam
melaporkan APBDes akan menungpu desa-desa vang lain vang
terlambat melaporkan. Hambatan /kendala ini juga sejalan dengan
penslitan Anwar dan Jatmiko (2014) vang menyebutkan bahwa
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permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa diantaranyva adalah
laporan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) yang di buat tap-tap
desa masth bersifat konvensional (tradisional) dan sering terlambat
dalam pengiriman ke kecamatan dan bahkan ke kabupaten. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dari knestoner yang disebarkan pada 5
deza, hanya 2 desa yang mempunyal pemahaman yvang baik terhadap
laporan kenangan, Hal ini menunjukkan bahwa banyak desa yang belum
memahami dengan baik mengenai laporan keuangan desa sehingga hal
ini yvang menyebabkan banyak desa terlambat dalam mengirimkan
laporan ke kecamatan bahkan ke kabupaten.

Kemudisn kendala vang lain mengenai terbatasnya sumberdaya
manusia yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan
desa. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian dar Adi (2013)
menvebutkan bahwa dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan
desa Mulawarmau terdapat hambatan vang dirasakan Pemerintah Desa
Mulawarman yang sangat terasa adalah tidak adanya tenaga ahli
dalam pengelolaan dan penatausahasn keuangan desa, atau dalam
kata lain perangkat desa kurang berkompeten dan perlu adanva
pelatihan.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan

1. Efektifitas pengelolaan kenangan Desa Purwodadi pada laporan realisasi
APBEDes Tahun 2015-2017 menunjukkan angka rata-rata 100% yang
berarti efektif Hanya ada beberapa pos di Takun 2015 vaitu: pos Realisasi
Pendapatan lain-lain sebesar 77,5% dan di Tahun 2017 pada pos realisasi
Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar 95% dan pos realisasi pendapaian
lain-lain sebesar 46,8%. Kedua pos tersebut dikatakan tidak efektif karena
realisast dibawah 100%. '

2. Perkembangan kinera keuangan Desa Purwodadi dilihat dari laporan
realisasi APBDesa Tahun 2015-2017 selalu mengalami peningkatan

3. Mekanisme pengelolaan keuangan Desa Purwodadi berdasarkan pada
Permendgar Nomor 113 Tahun 2014 yang meliputi beberapa tahap yaitu:
perencanaan, pelaksanaan, penatausphaan  dan  pelaporan  serta
pertanggugjawaban.

4. Upaya-upaya vang dilakukan untik mengatasi hambatan/kendala dalam
pengelolaan kevangan desa vaitu: mendorong legislative/DFRD melalui
paguyuban kepala desa untuk segera mengesahkan APBD Kabupaten
Magelang, sehingga Peraturan Bupati mengenai pedoman penyusunan
APBDes dapat segera terbit vang digunakan sebagai acuan bagi desa dalam
menyusun APBDes. Kemudian dalam mengatasi kendala terbatasnva
sumberdaya manusia vang mempunyai kempetensi di hidang pengelolaan
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keuangan desa dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan, workshop
maupun seminar dibidang pengelolaan keuangan desa.

5.2 Saran
1. Pemerintah Desa Purwodadi meningkatkan upaya-upaya untuk mencapai
realisasi APBDes terutama pada pos pendapatan lain-fain,
2. Dalam penelition yang akan datang mengkaji secara khusus pengelolaan
keuangan desa dari aspek pengeluaran dan pembiayaan APBDes
Purwodadi
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